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TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN 
' L C [ L A T A M  D A I A  D I I A M A LI  (AL/YT TIMI TM T A L' D A LI  
4 4.4 A4 A A 4 4 4 k 4  4  4 A 44 4  l 4 i i  Ai Si All i i i « i i  Ai di i i  

KABUPATEN WAKATOBI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan program jaminan 
kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien perlu 
dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan 
kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan dapat 
terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang 
ditentukan; 

b. bahwa program jaminan kesehatan adalah program 
perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem 
pembiayaannya dikelola oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan 
ea D + e l  C,la4 f f % i v  love L e t o  
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Wakatobi; 

Mengingat : 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456) sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6845); 
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
I»usu Daul4 luoelu au tnc a a o o i v e v e  A s 44 4 cA  Apt4iii i i u u i ci  i i i u  j  Aikitk 

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Mamnor KE72). 
.. . ... ... .. .. ... ... .... ..... . ....  , ,  

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 1 16 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256) sehagaimana telah dinbah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-unang Nomor i Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101  Tahun 2012 
tentang Penerimaan Bantuan Juran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima 
Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5731 ) ;  
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9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 
Meletapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. 
BAB I KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  /Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2 . Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
6. Direktur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi. 
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan 

yang diberikan petugas kesehatan muiai dari anamnesia, diagnose, tindakan medis dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien. 
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

yang diperlukan, baik memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung muapun tidak langsung di rumah sakit. 
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
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10. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 
�ntuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 

1 1 .  Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar 
I 1uran. 

12.  Dana Klaim adalah dana yang diperoleh oleh Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Wakatobi setelah mengaiukan proses klaim 
dengan menggunakan software INA CBG's atas pelayanan yang telah 
diberikan terhadap pasien Peserta Jaminan Kesehatan. 

13.  INA CBG's atau Indonesia Case Base Groups adalah software 
khusus yang digunakan untuk mengajukan klaimjamkesmas. 

14.Jasa pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana 
pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, perawatan, 
penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pelayanan gizi, 
fisiotherapi dan pelayanan non medis atau administrasi. 

15Pelayanan Kegohtan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik 
yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat 
lanjutan dan pelayanan gawat darurat. 

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang 
diberikan secepatya untuk mencegah kematian, keparahan dan 
atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. 

17 .  Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik 
yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk 
T e e l e  t e l » u i  le~to isl b o l u s e s  ehgong l e v e e  
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pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya. 

18. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik 
yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 

19 .  Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien rujukan 
dengan kondisi medis tertentu antar fasilitas kesehatan yang 
disertai dengan menjaga kondisi pasien untuk kepentingan 
keselamatan pasien. 

20, Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir 
miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program 
jaminan kesehatan. 

2 1 .  Juran adalah sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh 
peserta, pemberi kerja atau pemerintah. 

22. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum dan 
atau badan lainnya, yang memperkerjakan tenaga kerja atau 
peneyelenggara Negara yang memperkerjakan pegawai negeri 
dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

3. Pengelola Program adalah Tim Pengelola atau Pengendali Internal 
Program Jaminan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 

Hkmsetdawktb 0231018 



-5- 

abupaten Wakatobi yang diangkat atau ditetapkan melalui 
Keputusan Direktur untuk mengendalikan kelancaran pelaksanaan 
7EE;e7er.:lee:. eesret.ere.es.ere 
E... EE.5. • 
tiaminan Kesehatan. 

24. Obat-Obatan adalah semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan oleh 
pasien Peserta Jaminan Kesehatan. 

25. BPH dan Alkes adalah segala bahan medis dan non medis habis 
pakai serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan 
kesehatan. 

Ezer:zzza:.:4; 
erselenggaranya sebuah proses kegiatan atau pelayanan baik 
erwujud maupun tidak berwujud. 

27. nsentif adalah tambahan penghasilan berupa barang, uang dan 
ain sebagainya yang diberikan pada seseorang untuk meningkatkan 

gairah atau motivasi dalam bekerja. 
28. Operasional adalah kebutuhan untuk menunjang kelangsungan 

pelayanan kesehatan terhadap pasien jaminan kesehatan seperti 
Oksigen, makan dan minum pasien, alat tulis kantor, bahan cetak, 
penggandaan serta kebutuhan penunjang lainnya yang dianggap 

mm­ 
BAB II 

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN 

(1) Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan yang dilayani 
di RSUD adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. 

(2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. rawatjalan tingkat lanjutan; 
b. rawat inap tingkat lanjutan; 
c. pelayanan persalinan; 
d. pelayanan gawat darurat; 
e. pelayanan icu; 
f. layanan terapi oksigen hiperbarik; 
g. pelayanan penunjang; dan 
h. pelayanan ambulance. 

Pasal 3 
(1) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari: 
a. pemeriksaan, pengobatan, dan konsuitasi spesialistik sesul 

indikasi medis; 
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I tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis; 

€ pelayanan obat dan bahan habis pakai; 

d. pelayanan alat kesehatan; 

e. rehabilitasi medik; 

f. pelayanan rujuk balik; 

g. pelayanan penunjang diagnostic; 

h. pelayanan darah; 
i. 

(· pelayanan kedokteran forensic klinik meliputi pebuatan visum et 
repertum; dan 

j. pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit 
pasca rawat inap. 

() Pelayanan rawat map tmngkat lanutan sebagammana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari : 

a. akomodasi rawat inap; 

b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis atan snhspesialis; 

c. pelayanan penunjang diagnostic; 

d. tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis; 

e. pelayanan obat dan bahan habis pakai; 

f. pelayanan rehabilitasi medik; 

g. pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit 
pasca rawat inap; dan 

h. pelayanan kedokteran forensic klinik meliputi pembuatan visum 
et repertum. 

(33) Pelayanan Persahman sebagammana dmmaksud dalam asal 2 ayat (2) 
huruf c terdiri dari: 

a. tindakan persalinan dengan penyulit ver veginam sesuai indikasi 
medis; dan 

b. tindakan persalinan dengan penyulit perabdominan (section) 
sesuai indikasi medis. 

(4) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf d, meliputi: 

a. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; 

c. pemeriksa penunjang diagnostic; 

d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan 

e. perawatan inap (akomodasi) jika diperlukan. 
tr r 1 +  •  + 4 + + '¢ t. 

[oj iiayaan intensif care unit/ uit  perawatan intcnsii scbageifa¢ 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengelola pasien 
dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang 
mengancam jiwa pasien. 

(6) Layanan terapi oksigen hiperbarik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasai 2 ayat (2) huruf f merupakan metode pengobatan yang 
dilakukan dengan penggunaan 100% oksigen pada tekanan yang 
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ebih besar dari tekanan atmosfir yang bertujuan untuk 

f:
eningkatkan kadar oksigen dalam darah, plasma dan jaringan. 

(7) elayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
uruf g terdiri dari: 

a. pemeriksaan radiologi; 

b. pemeriksaan laboratorium; 

c. pelayanan obat; 

d. pelayanan gizi; dan 

e. pelayanan darah. 

(8) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf h terdiri dari: 

a. dalam kota; dan 

b. luar kota. 

BAB III 

PENDANAAN 

Pasal 4 

(1 )  Pendanaan Jaminan Kesehatan adalah bersumber dari dana 
amanat pemilik seluruh peserta baik Peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PIB) maupan peserta dengan membayar iuran. 

(2) Dana Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dipergunakan untuk 
pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan 
kesehatan. 

(3) Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan 
kesehatan, RSUD setiap bulan mengajukan tagihan klaim kepada 
BPJS Kesehatan dengan menggunakan Software INA CBG's. 

(4) Dana tagihan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dimanfaatkan langsung oleh RSUD untuk memenuhi 
biaya jasa pelayanan bagi seluruh pegawai dan Operasional RSUD 
sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

BAB TV 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAAAN DANA KLAIM JAMINAN 
KESEHATAN 

Pasal 5 

(1)  Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan keschatan 

kepada Peserta Jaminan Kesehatan, maka dana yang diperoleh dari 
basil pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan dapat dikelola dan 
dimanfaatkan langsung oleh RSUD sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(2) Pengelolaan pemanfaatan dana klaim Jaminan Kesehatan 
ditentukan dengan porsi pembagian sebagai berikut: 
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jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen); dan 
obat-obatan, BMHP, alkes, sarana prasarana sebesar 50% (lima 
puluh persen). 

Pasal 6 
(1)  Pembagian jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan sistem RSUD menganut prinsip 
( . . . ,  .  .  .  .  . .  proporsronautas, Kesetaraan aan Keparunan. 

(2) Distribusi penerimaan pembagian Jasa untuk masing-masing 
Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur RSUD. 

( D e v el i e t i e i o  vovaovoov el o v o  vtu» iovr mhet mhotov Lf[ID 
t A A 4 A dd #  $ w t 4M A ~A «AA A  A6AAA4 Mi~«di i i «A G4  «/it~ ii6Ai6AA% iii A4 4 

Alkes maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diakumulasi 
menjadi 100% ditetapkan sebagai berikut: 
Obat-obatan, BMHP, Alkes maupun sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud serta 
Operasional RSUD, yang terdiri dari: 
a. makan dan minum pasien; 
b. alat tulis kantor, penggandaan, bahan cetak penunjang kegiatan 

Crrr. 

I\tL/, 

c. koordinasi dan konsultasi kegiatan pengelolaan dan 
pelaksanaan program penunjang RSUD; 

d. insentif dokter part time dan jenis kepegawaian lainnya; 
e. kebutuhan pemeiiharaan instaiasi sarana dan prasarana RSUD; 

f. kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua maupun 
roda empat sesuai kebutuhan; dan 

g. operasional kegiatan penunjang sarana dan prasarana lainnya 
scsuai kcbutuhan RSUD berdasarakan craturan Perundang­ 

undangan. 

Pasal 7 

Pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana klaim 
jaminan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) diserahkan kepada RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB VI 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG,JAWABAN 

Pasal 8 
(1) Pengelola program jaminan kesehatan RSUD membuat laporan 
" kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan 

kesehatan sec@a berkala. 
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(2) Penggunaan dan/ atau pemanfaatan dana yang didapat dari basil pengajuan tagihan klaim jaminan kesehatan dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pasal 9 (1 )  Direktur RSUD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana klaim jaminan kesehatan yang baik secara teknis maupun secara administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Direktur RSUD wakatobi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penggunaan dana klaim jaminan Kesehatan. 

is.Mu- 

_.el 

BAB VII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aglr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Karupaten W. akatobi. --- --• ·  - 

- D i t e t a p k a n  di Wangi-Wangi 
_ r A r =  : r  ; A S  pada tanggal 13 - $ 2023 
N

n\,.-·:'..r-:::.·,-:-:-, . .  ·  . . ,.::.· _.,.,.,..!: � -:. , ,... ,...  
• ,  • . s u  . s i t  

ls...o.... Ii Bu 

zi@.-.«de c. 

Q c  pc  'yr  

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15 - % 2023 
Pj. SEKRETARIS DAE4H KABUPATEN WAKATOBI, 

NURSIDDIQ 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 48 
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